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A. IDENTITAS USULAN
	Judul Penelitian
	FORMULASI KEBIJAKAN TATA RUANG HUMANIS: OPTIMALISASI FUNGSI TROTOAR BERBASIS KEADILAN KONSTITUSIONAL BAGI PEJALAN KAKI DAN UMKM DI PROVINSI GORONTALO

	Ketua Tim
	Ketua Tim: Dr. Nurwita Ismail, SH., MH
NIDN/NIDK/NUPTK: 0908059001
Program Studi/Fakultas: S1 Ilmu Hukum

	Anggota Tim
	1. Dr. Moh. Arief Erawan, SH.,MH

	Mahasiswa yang terlibat (jika ada)
	1. Hamdan Nango

	Kelompok Riset (jika sudah terbentuk)
	........................................................................................................................

	Lama Pelaksanaan
	6 (enam) bulan

	Dana yang Diusulkan
	Rp 5.000.000 (lima Juta rupiah)


B. KESESUAIAN DENGAN RENSTRA PENELITIAN DAN PkM
Bagian ini dibuat singkat agar setiap proposal dapat langsung dipetakan pada arah penelitian Universitas Gorontalo.
	Bidang/Rumpun Unggulan
	☐ Pertanian & Pangan  ☐ Perikanan & Kelautan  ☐ Lingkungan
☐ Kesehatan  ☐ Pendidikan
 Ekonomi & UMKM  ☐ Pariwisata  ☐  Teknologi & Digitalisasi  ☐  Sosial Budaya  ☐ Pembangunan Desa  ☐  Lainnya: ........

	Tema
	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Pemberdayaan Sektor Informal

	Subtema
	Penyelarasan Regulasi dan Kebijakan Tata Ruang Humanis bagi Keberlangsungan UMKM dan Perlindungan Hak Publik

	Tahap dalam Roadmap
	☐ Identifikasi/Baseline   Eksploratif/Dasar  ☐ Terapan 
☐ Pengembangan
☐ Validasi  ☐ Proteksi HKI  ☐ Hilirisasi/Pemanfaatan  ☐  Dampak

	Keterkaitan dengan Potensi/Permasalahan Gorontalo
	1. Permasalahan Nyata: Polemik Yuridis dan Konflik Spasial Pemanfaatan TrotoarPenelitian ini berakar langsung pada isu krusial yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota dan Provinsi Gorontalo. Saat ini, terjadi pertumbuhan masif sektor informal (UMKM/lapak kopi malam) yang memanfaatkan fasilitas pedestrian di jalan-jalan protokol seperti Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Andalas, dan Jalan Tanggidaa. Fenomena ini memicu benturan kepentingan yang nyata di masyarakat: di satu sisi, pedagang mengambil hak atas ruang aman pejalan kaki hingga terpaksa turun ke bahu jalan, namun di sisi lain, aktivitas ekonomi malam ini terbukti menghidupkan iklim usaha.
2. 2. Disharmoni Regulasi dan Tumpang Tindih Kewenangan (Overlapping)Gorontalo menjadi lokus yang sangat relevan karena adanya tumpang tindih interpretasi hukum antar-instansi daerah. Kebijakan taktis Pemerintah Kota Gorontalo yang memberikan kelonggaran bagi UMKM berbasis Permen PUPR No. 03/PRT/M/2014 mendapat sorotan tajam dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Gorontalo. Pemanfaatan trotoar pada status Jalan Provinsi dinilai melampaui wewenang (detournement de pouvoir) jika dilakukan tanpa izin gubernur, karena melanggar UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009. Ketidakpastian hukum ini menghambat penataan wilayah yang tertib√

	Keterkaitan dengan SDGs (jika relevan)
	.......................................................................................................................

	Sifat Penelitian
	 Individual  ☐ Kelompok Riset  ☐ Lintas Prodi/Multidisiplin 
☐ Kolaborasi dengan Mitra


C. RINGKASAN
Tuliskan masalah, tujuan, metode, luaran utama, serta kontribusi penelitian terhadap roadmap. Maksimal 300 kata.
Penelitian dasar ini didorong oleh adanya dinamika disharmoni norma dan kekosongan konsep teoretis mengenai constitutional balancing (keseimbangan konstitusional) pada pemanfaatan ruang pedestrian di Indonesia, dengan lokus spesifik di Provinsi Gorontalo. Fenomena pemanfaatan trotoar oleh sektor informal (UMKM) memicu benturan klaim hak konstitusional yang fundamental. Di satu sisi terdapat hak atas penghidupan yang layak bagi pelaku UMKM (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945), dan di sisi lain terdapat hak publik atas rasa aman serta aksesibilitas fasilitas umum (Pasal 28G UUD 1945). Secara dogmatik hukum, terjadi antinomi norma antara regulasi lalu lintas jalan dengan hukum pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Masalah dasar yang dikaji adalah belum adanya batasan filosofis dan doktrinal yang jelas mengenai sejauh mana diskresi Pemerintah Daerah dapat membatasi hak konstitusional publik demi mengakomodasi hak ekonomi sektor informal.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengonstruksikan Asas-Asas Hukum Tata Negara Humanis serta batasan doktrinal Constitutional Balancing dalam pengelolaan ruang publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (legal research) yang didukung oleh pendekatan sosio-legal untuk melihat bekerjanya hukum di masyarakat Gorontalo. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan filsafat hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif-sistematis terhadap hierarki perundang-undangan dan teori-teori keadilan distributif untuk melahirkan sintesis teoretis baru.
Secara substansial, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa Formulasi Konsep Keadilan Konstitusional Spasial (Spatial Constitutional Justice), yaitu sebuah tawaran teoretis baru dalam Hukum Tata Negara Indonesia mengenai bagaimana hak asasi manusia dan hak warga negara diintegrasikan ke dalam hukum tata ruang daerah. Untuk membedah kompleksitas teori ini, penelitian membangun kolaborasi akademik multidisipliner yang melibatkan Pakar Hukum Tata Negara & HAM (fokus pada keseimbangan hak), Pakar Hukum Administrasi Negara & Sosiologi Hukum (fokus pada keabsahan tindakan pemerintah daerah dan respons sosial), serta Masyarakat Hukum & Komunitas Pedestrian Gorontalo (sebagai mitra penjaringan data empiris). Luaran wajib dari penelitian dasar ini adalah 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi (Minimal Sinta 2) serta Hak Cipta atas naskah konsep teoretis. Dampak jangka panjang dari penelitian ini adalah tersedianya landasan epistemologis dan referensi doktrinal baru bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Otonomi Daerah di Indonesia dalam menyikapi konflik ruang publik urban di masa depan.
Kata Kunci: ..................................; ..................................; ..................................
D. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN
Jelaskan secara ringkas: masalah yang diteliti, kondisi/temuan sebelumnya, alasan pentingnya penelitian, serta kaitannya dengan potensi atau kebutuhan daerah dan/atau bidang keilmuan. Maksimal 2 halaman.
Ruang publik perkotaan dewasa ini telah bergeser dari sekadar fasilitas fisik menjadi arena kontestasi klaim hak konstitusional antar-kelompok warga negara (Hidayat, 2021). Di Provinsi Gorontalo, khususnya pada koridor jalan utama Kota Gorontalo seperti Jalan D.I. Panjaitan dan Jalan Andalas, fenomena pemanfaatan trotoar oleh sektor informal (UMKM/lapak kopi malam) telah memicu constitutional dilemma yang pelik (Laisa, 2023). Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin dua hak yang saling bertubrukan dalam lokus ini: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (representasi kepentingan ekonomi UMKM), sementara Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) menjamin hak atas rasa aman serta lingkungan hidup yang baik dan sehat (representasi hak kenyamanan publik pejalan kaki).(Jimly Asshiddiqie, 2010)
Urgensi dari penelitian dasar ini terletak pada terjadinya antinomi norma dan tumpang tindih kewenangan (overlapping) secara vertikal maupun horizontal yang memicu ketidakpastian hukum di Gorontalo (Ali, H., & Bachmid, 2024). Kebijakan taktis Pemerintah Kota Gorontalo yang melonggarkan izin pemanfaatan trotoar untuk UMKM kerap kali berbenturan dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang secara eksplisit melarang segala bentuk aktivitas yang mengganggu fungsi jalan dan trotoar (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009)(Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009). Lebih jauh lagi, status jalan yang digunakan sering kali merupakan Jalan Provinsi, sehingga melahirkan problematika melampaui wewenang (detournement de pouvoir) jika diatur secara sepihak tanpa sinkronisasi tata ruang yang jelas antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.(Ali, H., & Bachmid, 2024)
Selama ini, kajian hukum tata ruang cenderung didekati secara pragmatis-teknis atau dari sudut pandang ekonomi pembangunan saja. Belum ada kajian teoritis-dogmatis dalam ilmu Hukum Tata Negara yang mampu merumuskan batasan doktrinal mengenai sejauh mana pemenuhan hak ekonomi sektor informal boleh membatasi (limitation of rights) hak publik atas fasilitas pedestrian (Pratama, R., & Wibowo, 2022). Jika dibiarkan tanpa adanya landasan teoritis yang kuat, konflik spasial ini berpotensi melahirkan maladministrasi massal dan degradasi perlindungan hak asasi manusia di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian dasar ini sangat mendesak dilakukan untuk mengisi kekosongan konsep tersebut dan melahirkan prinsip hukum baru yang menyeimbangkan kepentingan negara hukum secara humanis.

E. POSISI PENELITIAN DALAM ROADMAP
Tidak perlu membuat roadmap panjang. Cukup tunjukkan penelitian ini berada di tahap mana, berasal dari penelitian apa, dan akan dilanjutkan ke arah apa.
	Penelitian/temuan sebelumnya yang menjadi dasar
	Penelitian terdahulu berfokus pada pemetaan yuridis konflik tata ruang kota dan identifikasi tingkat kepatuhan hukum pedagang sektor informal (UMKM) di kawasan pedestrian. Hasil temuan awal menunjukkan adanya inkonsistensi regulasi antara UU LLAJ, UU Jalan, dan Peraturan Daerah di Gorontalo, serta tingginya resistensi sosial pedagang akibat ketiadaan ruang ekonomi alternatif yang disediakan oleh negara.

	Posisi penelitian tahun ini
	Penelitian tahun ini berada pada tahap Penelitian Dasar (Epistemologis & Doktrinal). Fokus utamanya adalah membedah kekaburan norma (antinomi) dan menganalisis benturan hak konstitusional (Pasal 27 ayat 2 vs Pasal 28G UUD 1945) menggunakan pendekatan sosio-legal. Output utama tahun ini adalah menemukan dan merumuskan asas/formulasi Konsep Keadilan Konstitusional Spasial (Spatial Constitutional Justice) sebagai landasan teoritis baru dalam Hukum Tata Negara Indonesia.

	Rencana pengembangan berikutnya
	Riset ini akan dilanjutkan ke tahap Penelitian Terapan dan Pengembangan (Tahun Depan). Luaran teoritis berupa Konsep Keadilan Konstitusional Spasial dari tahun ini akan ditransformasikan menjadi instrumen hukum praktis, seperti penyusunan Naskah Akademik dan Draf Peraturan Daerah (Perda) tentang zonasi hukum berbasis waktu (time-sharing),

	Kontribusi terhadap bidang/tema/kelompok riset
	Riset ini berkontribusi signifikan pada rumpun Ekonomi & UMKM serta Hukum Tata Negara dengan memperkaya khazanah keilmuan mengenai pembatasan hak (limitation of rights) dalam ruang publik urban. Secara praktis, penelitian ini memberikan landasan ilmiah bagi kelompok riset di universitas untuk menawarkan solusi hukum berbasis hak asasi manusia yang menjaga eksistensi ekonomi UMKM tanpa mengorbankan hak asasi publik pejalan kaki.


F. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan
a. Menganalisis akar penyebab terjadinya antinomi norma (konflik hukum) dan tumpang tindih kewenangan pengelolaan fasilitas pedestrian antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengakomodasi aktivitas UMKM
b. Membedah dan mengonstruksikan batas-batas doktrinal serta mekanisme constitutional balancing (keseimbangan konstitusional) terhadap benturan klaim hak ekonomi pelaku UMKM (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945) dan hak atas rasa aman pejalan kaki (Pasal 28G UUD 1945) di Gorontalo.
c. Merumuskan asas hukum baru berupa formulasi Konsep Keadilan Konstitusional Spasial (Spatial Constitutional Justice) sebagai landasan epistemologis dalam khazanah Hukum Tata Negara untuk menata ruang publik urban yang inklusif.
2. Manfaat
Manfaat Teoritis (Akademis):
Penelitian ini bermanfaat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi pemikiran Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Hasil riset ini mengisi kekosongan teori dogmatik hukum mengenai integrasi hak asasi manusia ke dalam hukum tata ruang, khususnya terkait batasan diskresi pemerintah daerah dalam pembatasan hak (limitation of rights) di ruang publik.
Manfaat Praktis (Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat):
Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi konseptual berbasis data sosio-legal bagi Pemerintah Provinsi dan Kota Gorontalo dalam menyikapi konflik pemanfaatan trotoar. Rumusan konsep keadilan spasial ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan regulasi yang berkeadilan, sehingga mampu melindungi eksistensi ekonomi pelaku UMKM lokal tanpa mendegradasi hak konstitusional publik pejalan kaki atas aksesibilitas fasilitas umum.
G. METODE PENELITIAN
Jelaskan secara sederhana dan sesuai karakter penelitian: desain/pendekatan, subjek/objek atau sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Maksimal 2 halaman.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (legal research) dengan didukung pendekatan sosio-legal, guna menganalisis ketidakselarasan norma hukum sekaligus melihat bagaimana realitas pemaknaan keadilan oleh masyarakat di lapangan.
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Dilakukan dengan menelaah hierarki regulasi mulai dari UUD 1945, UU Jalan, UU LLAJ, Permen PUPR, hingga Peraturan Daerah (Perda) terkait tata ruang dan UMKM di Provinsi serta Kota Gorontalo.
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Digunakan untuk membedah doktrin constitutional balancing, teori keadilan spasial, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance).
Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis secara mendalam konflik pemanfaatan trotoar di titik-titik krusial Kota Gorontalo sebagai basis induksi teoretis.
B. Sumber dan Jenis Data
Data Sekunder (Bahan Hukum): Terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku hukum tata negara, dokumen riset terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).
Data Primer (Data Lapangan): Diperoleh untuk mendukung analisis sosio-legal melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan key informants, antara lain: akademisi hukum HTN/HAN di Gorontalo, perwakilan Dinas Koperasi & UMKM, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota/Provinsi Gorontalo, serta asosiasi pelaku UMKM dan komunitas pejalan kaki.
C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang diklasifikasi secara sistematis. Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara terstruktur menggunakan instrumen pedoman wawancara. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-normatif. Langkah analisis dimulai dengan melakukan mapping (pemetaan) konflik norma, dilanjutkan dengan menguji konsistensi penalaran hukum (legal reasoning) dari kebijakan yang ada, dan diakhiri dengan melakukan sintesis teoretis untuk mengonstruksikan model Spatial Constitutional Justice yang baru dan humanis.

H. TARGET LUARAN DAN ARAH PEMANFAATAN
Pilih hanya luaran yang realistis. Tidak semua penelitian wajib menghasilkan paten atau prototipe.
	Jenis Luaran
	Target
	Status yang Ditargetkan
	Keterangan

	Publikasi ilmiah
	
	 Draft  Submitted 
☐ Accepted/Published
	................................

	HKI/Hak Cipta
	☐
	☐ Draft ☐ Diajukan 
☐ Terdaftar/Granted
	................................

	Paten/Paten Sederhana
	☐
	☐ Potensi ☐ Diajukan ☐ Granted
	................................

	Model/Metode/Formula/Desain
	☐
	☐ Awal ☐ Tervalidasi
	................................

	Prototipe/Aplikasi/Produk/Teknologi
	☐
	☐ Awal ☐ Uji/Validasi ☐ Siap dimanfaatkan
	................................

	Dataset/Peta/Baseline
	☐
	☐ Tersusun ☐Tervalidasi
	................................

	Rekomendasi/Policy Brief
	☐
	☐ Draft ☐ Disampaikan ke pengguna
	................................

	Luaran lainnya
	☐
	................................
	................................


√Calon pengguna/penerima manfaat hasil penelitian (jika ada): ................................................................................................................
Potensi tindak lanjut hasil:  Penelitian lanjutan  ☐ PkM/KKP  ☐ Mitra pengguna  ☐ Hilirisasi  ☐ Pembelajaran  ☐ Lainnya: ............
I. KOLABORASI DAN KETERLIBATAN
	Lintas program studi/disiplin (jika ada)
	........................................................................................................................

	Mitra penelitian/pengguna (jika ada)
	........................................................................................................................

	Peran mahasiswa
	membantu mendokumentasikan fakta empiris (kondisi riil trotoar) di lapangan, membantu dalam pengumpulan data empiris

	Potensi integrasi ke pembelajaran
	........................................................................................................................

	Potensi penerapan melalui PkM/KKP
	........................................................................................................................


J. JADWAL PELAKSANAAN
	No.
	Kegiatan
	Bln 1
	Bln 2
	Bln 3
	Bln 4
	Bln 5
	Bln 6

	1
	Persiapan
	Studi literatur, pengurusan izin penelitian
	Pengusunan instrument wawancara
	
	
	
	

	2
	Pengumpulan/Pelaksanaan
	wwancara
	Wawancara dan pengumpulan data lapangan
	Pengumpulan data lapangan
	
	
	

	3
	Analisis/Validasi
	
	
	Tabulasi data empiris
	Tabulasi data empiris
	
	

	4
	Penyusunan Luaran
	
	
	
	Pengusunan draft artikel
	Target luaran jurnal terakreditasi
	

	5
	Pelaporan
	
	
	
	
	Pengusunan laporan
	Pengusunan laporan akhir


Jumlah bulan dapat disesuaikan dengan periode hibah.
K. RENCANA ANGGARAN
	No.
	Komponen
	Jumlah (Rp)

	1
	Bahan/keperluan penelitian
	850.000

	2
	Pengumpulan data/pelaksanaan penelitian
	1.250.000

	3
	Transportasi/perjalanan
	900.000

	4
	Pengolahan/analisis data dan penunjang
	500.000

	5
	Luaran/publikasi/HKI
	1.500.000

	
	TOTAL
	Rp 5.000.000


L. DAFTAR PUSTAKA
[bookmark: _Hlk239068995]Cantumkan hanya referensi yang benar-benar digunakan dan dikutip dalam proposal. Seluruh sitasi harus menggunakan satu gaya sitasi secara konsisten, yaitu APA Style (American Psychological Association). Pengelolaan sitasi dan daftar pustaka wajib menggunakan reference manager, seperti Mendeley atau Zotero, untuk memastikan konsistensi antara sitasi dalam teks dan daftar pustaka.
Ali, H., & Bachmid, J. (2024). Problematika wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan fasilitas jalan dan pedestrian di Provinsi Gorontalo. Urnal Tata Negara Dan Kebijakan Publik, 7(1).
Hidayat, A. (2021). Kontestasi hak atas ruang publik: Antinomi penataan pedagang kaki lima dan hak pejalan kaki dalam perspektif hukum tata negara. Jurnal Konstitusi, 18(2).
Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi ekonomi. kompas.
Laisa, S. (2023). Strategi pemberdayaan ekonomi sektor informal pasca-pandemi dan penataan tata ruang kota humanis di Gorontalo. Urnal Ekonomi Dan Bisnis Eksekutif, 14(2).
Pratama, R., & Wibowo, S. (2022). Constitutional balancing dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan fasilitas umum untuk sektor informal. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(3).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2009).

M. PERNYATAAN KETUA TIM
Saya menyatakan bahwa proposal ini disusun sesuai dengan ketentuan Hibah Penelitian Internal dan bersedia melaksanakan penelitian serta memenuhi target luaran yang ditetapkan.
Limboto, 19 September 2026
Ketua Tim,
[image: ]


Dr. Nurwita ismail, SH.,MH
NIDN : 0908059001

LAMPIRAN INTERNAL LP3M – PETA CEPAT PENILAIAN KESESUAIAN RENSTRA
Bagian ini dapat digunakan reviewer/LP3M. Dosen tidak perlu membuat dokumen tambahan.
	Aspek
	Yang Dicek
	Skor
	Catatan Reviewer

	Kesesuaian bidang/tema
	Proposal dapat dipetakan ke bidang, tema/subtema atau pengembangan disiplin yang relevan
	0–20
	

	Kesinambungan roadmap
	Posisi penelitian dan arah lanjutannya jelas
	0–20
	

	Relevansi masalah
	Relevan dengan kepakaran, potensi/kebutuhan daerah, pembangunan atau SDGs sesuai karakter penelitian
	0–15
	

	Metode & kelayakan
	Metode, waktu dan anggaran layak
	0–20
	

	Luaran bertahap
	Luaran sesuai tahap roadmap: publikasi/dataset/model/HKI/prototipe/validasi/pemanfaatan
	0–15
	

	Kolaborasi & pemanfaatan
	Ada peluang kolaborasi, mahasiswa, mitra, pembelajaran, PkM/KKP atau pemanfaatan hasil bila relevan
	0–10
	


TOTAL: ........ / 100
Rekomendasi: ☐ Layak didanai  ☐ Layak dengan perbaikan  ☐ Belum layak
Catatan: Penelitian tidak harus menghasilkan seluruh jenis luaran. Penilaian mempertimbangkan kesesuaian luaran dengan tahap roadmap dan karakter penelitian.
Template Proposal Penelitian Internal Berbasis Renstra Penelitian dan PkM 2026–2030
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